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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penilaian kinerja Pegawai Badan Nasional pencarian dan Pertolongan kupang 

merupakan proses bagaimana ukuran dari suatu hasil pekerjaan pegawai dapat diukur dan 

dievaluasi selama periode tertentu,tujuan utama melakukan penilaian kinerja adalah 

untuk menilai prestasi kerja pegawai atau melakukan penilaian hasil kerja pegawai, agar 

dapat membandingkan hasil kerja yang dicapai oleh Pegawai dengan standar penilaian 

kinerja. 

1. Efisiensi dalam penanganan bencana  

Yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayan publik 

mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang 

berasal dari rasionalitas ekonomi. Dillihat dari aspek kuantitas kerja, Pegawai juga 

dituntut untuk menunjukkan banyak jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam 

suatu waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai dengan tujuan 

organisasi. Banyak jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam suatu waktu pun 

perlu ditunjukan sehingga efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai dengan 

tujuan organisasi. Efisiensi pegawai Kantor SAR Kupang belum begitu maksimal 

karena dilihat dari ketepatan waktu dalam merespon atau reaksi pegawai dalam 

menagani bencana belum dapat menerapkan respon time yang ideal sebagai tolak ukur 

kemampuan pegawai dalam menggunakan waktu untuk menangani musiba.Respon 

time yang idela yang telah ditentukan dalam menangani musiba adalah 30 (tiga puluh) 
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menit, tetapi melihat data diatas bahwa dalam menangani musiba Pegawai Kantor 

SAR Kupang tidak memenuhi respon time yang ideal. 

2. Evektivitas dalam penanngana bencana 

 Yaitu apakah tujuan yang didirikan organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? 

Hal tersebut erat kaitanya dengan rasionalitas teknis,nilai,misi,tujuan organisasi serta 

fungsi agen pembangunan. Evektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan bahwa 

pekerjaan yang telah dapat diselsaikan tepat waktu dengan sempurna dan target telah 

dicapai sesuai dengan yang dihendaki. dilihat dari aspek  kualitas kerja tercapainya 

Efkt ivitas yang berkaitan dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta 

fungsi agen pembangunan, dengan menunjukkan aspek Kualitas kerja yang berupah 

kerapihan, ketelitian dan keterkaitan hasil kerja dalam penyelesaian  suatu pekerjaan 

yang dapat bermanfaat bagi organisasi, yang dapat dilihat dari kualitas kerja adalah 

kemampuan pegawai dalam meningkatkan kualitas kerja dengan  melaksanakan 

pekerjaan yang berupa kerapihan, ketelitian dan keterkaitan hasil kerja dalam 

penyelesaian  suatu pekerjaan yang dapat bermanfaat bagi organisasi. efektivitas 

pegawai pada Kantor SAR Kupang belum maksimal atau cukup baik. karena dalam 

menangani bencana masih ada kelalaian dalam membantu masyarakat yang sedang  

mengalami kecelakaan terlebih khusus dalam kecepatan merespon musiba. 

3. Keadilan dalam penaganan bencana 

Yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh 

organisasi pelayanan publik.kriteria ini erat kaitanya dengan konsep ketercukupan atau 

kepantasan.kedua mempersoalkan apa tingkkat efetivitas tertentu kebutuhan dan nilai-

nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi, isu-isu yang menyangkut pemerataan 
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pembangunan, layanan pada kelompok pinggiran dan sebagainya akan mampu 

dijawab memalui kriteria ini. untuk mengukur keadilan pada Kantor SAR Kupang 

dapat mengukur melaliu aspek sebagai berikut:tanggung jawab Pegawai harus mampu 

menunjukkan seberapa besar pegawai dalam menerima dan melaksanakan 

pekerjaannya, mempertanggung jawab hasil kerja serta sarana dan prasarana yang 

digunakan dan prilaku kerjanya setiap hari. Dan dapat dilihat juga dari aspek kerja 

sama Adilnya Distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi 

pelayan publik juga ditunjukkan dengan kesediaan pegawai untuk berpartisipasi atau 

kerja sama dengan pegawai yang lain secara vertikal dan horizontal baik di dalam 

mapun di luar pekerjaan sehingga pekerjaan akan semakin baik serta adanya inisiati 

dari anggota organisasi untuk melakukan pekerjaan dan mengatasi masalah dalam 

pekerjaan tanpa menunggu perintah. 

4. Daya tanggap dalam penaganan bencana 

Yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahan swasta, 

pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap Negara atau pemerinta akan 

kebutuhan masyrakat yang mendesak. oleh karena itu kriteria organisasi tersebut 

secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi 

memenuhi kriteria daya tanggap ini. Dapat dilihat dari aspek tanggung jawab daya 

tanggap Organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara transparan karena organisasi pelayanan publik merupakan daya tanggap negara 

atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat yang berlainan dengan bisnis yang 

dilaksanakan oleh perusahan swasta dengan menunjukkan seberapa besar pegawai 

dalam menerima dan melaksanakan pekerjaannya, mempertanggung jawab hasil kerja 
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serta sarana dan prasarana yang digunakan dan prilaku kerjanya setiap hari. Rasa 

tanggung jawab pada pegawai pada Kantor SAR Kupang dalam kecepatan tanggap 

atau respon time  belum dapat menerapkan respon time yang ideal sebagai tolak ukur 

kemampuan atau tanggung jawab pegawai dalam merespon terhadap suatu musiba 

atau bencana. tanggung jawab pegawai dalam menangani musiba sudah cukup baik 

walaupun dalam melaksanakan kegiatan pencarian pertolongan belum menerapkan 

respon time yang ideal tetapi pegawai bertanggung jawab atau tetap berusaha 

menagani musiba oleh karena itu pegawai berhasil menemukan korban baik  yang 

selamat maupun yang sudah  meninggal. Daya tanggap dalam suatu organisasi 

merupakan tanggung jawab pegawai dalam merespon atau kesiapan pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaan atau memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap.Pada 

Kantor SAR Kupang daya tanggap merupakan tanggung jawab pegawai dalam 

merespon terhadap bencan atau musiba secara cepat dan penangganan musibah secara 

efektif. 

B. Saran 

1) Pentingnya efisiensi dalam penanganan bencana pada penyelsaian pekerjaan pegawai 

adalah untuk menunjukan jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam suatu 

pekerjaan yang dikerjakan dengan waktu yang telah ditentukan dan dapat terlaksana 

sesuai dengan tujuan organisasi. Efisiensi pegawai Kantor SAR Kupang belum begitu 

maksimal karena dilihat dari ketepatan waktu dalam merespon atau reaksi pegawai 

dalam menagani bencana belum dapat menerapkan response time yang ideal sebagai 

tolak ukur kemampuan pegawai dalam menggunakan waktu untuk menangani musiba. 

Response time yang idela yang telah ditentukan dalam menangani musiba adalah 30 



59 
 

(tiga puluh) menit, tetapi melihat data diatas bahwa dalam menangani musiba Pegawai 

Kantor SAR Kupang tidak memenuhi response time yang ideal. Oleh karena itu 

diharapkan kepada pegawai Kantor SAR Kupang dalam menangani bencana harus 

menerapkan response time yang ideal agar memperbaiki efisiensi pegawai Kantor 

SAR Kupang. 

2) Efektifitas dalam penangana bencana merupakan tingkat ketercapaian tujuan dan 

aktifitas- aktifitas yang telag dilaksanakan dibanding target yang telah ditetapkan dan 

bermanfaat bagi organisasi. Berdasarkan data diatas bahwa efektivitas pegawai Kantor 

SAR Kupang efektivitas pegawai pada Kantor SAR Kupang belum maksimal atau 

cukup baik. karena dalam menangani bencana masih ada kelalaian dalam membantu 

masyarakat yang sedang  mengalami kecelakaan terlebih khusus dalam kecepatan 

merespon musiba.Oleh karena itu sangat berpengaruh dengan dengan tercapainya 

tujuan organisasi yang berkaitan dengan rasionalitas, teknis, nilai, misi, tujuan 

organisasi serta fungsi agen pembangunan. Oleh karena itu diharapkan kepada 

Pegawai Kantor SAR Kupang agar dapat memperbaiki efektivitas Pegawai yang 

berkaitan dengan kelalaian pegawi  dalam menagani musiba agar efektifitas pegawai 

kantor SAR Kupang mencapai maksimal. 

3) Keadilan dalam penaganan bencana yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi 

layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.kriteria ini erat 

kaitanya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan.kedua mempersoalkan apa 

tingkkat efetivitas tertentu kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat 

terpenuhi, isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan pada 

kelompok pinggiran dan sebagainya akan mampu dijawab memalui kriteria ini. 
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Keadilan pegawai Kantor SAR Kupang sudah dengan baik menjalinkan kerja sama 

dalam kegiatan Operasi SAR serta terjalinya kordinasi dan pengendalian operasi SAR 

yang dimiliki oleh instasi sudah melaksanakanya dengan baik oleh karena itu keadilan 

dalam kerja sama dan bertanggung jawab dengan pekerjaan pada Pegawai Kantor SAR 

Kupang sudah melaksanakan dengan baik. Oleh karena itu diharapkan kepada pegawai 

Kantor SAR Kupang tetap mempertahankan  kerja sama yang baik agar tetap  dalam 

melaksanakan kerja sama pegawai dapat berjalan dengan lancar dan baik. 

4) Pentingnya daya tanggap dalam penaganan bencana bagi pegawai Kantor SAR 

Kupang yaitu untuk Response time saat terjadinya musibah/bencana tetapi berdasarkan 

data diatas Rasa tanggung jawab pada pegawai pada Kantor SAR Kupang dalam 

kecepatan tanggap atau response time  belum dapat menerapkan response time yang 

ideal sebagai tolak ukur kemampuan atau tanggung jawab pegawai dalam merespon 

terhadap suatu musiba atau bencana. tanggung jawab pegawai dalam menangani 

musiba sudah cukup baik walaupun dalam melaksanakan kegiatan pencarian 

pertolongan belum menerapkan respon time yang ideal tetapi pegawai bertanggung 

jawab atau tetap berusaha menagani musiba oleh karena itu pegawai berhasil 

menemukan korban baik  yang selamat maupun yang sudah  meninggal. Oleh karena 

itu diharapkan kepada pegawai Kantor SAR Kupang dalam menangani mubah harus 

menerepakan response time yang ideal agara daya tanggap pegawai kantor SAR 

Kupang dinyatakan maksimal dan dapat menyelamatkan korban dengan luar biasa. 
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